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ORINEWS.id – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H.T.
Ibrahim, menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Banda
Aceh, Sabtu (15/3/2025).

Dalam kegiatan bertajuk Merawat Kebhinekaan di Tengah Arus
Globalisasi  tersebut,  ia  menekankan  pentingnya  meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di
tengah derasnya pengaruh budaya luar.

Menurut  Ibrahim,  atau  yang  akrab  disapa  Ampon  Bram,
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sosialisasi  ini  menjadi  langkah  penting  untuk  memperkuat
pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar berbangsa dan
bernegara.

“Sosialisasi  Empat  Pilar  ini  untuk  meningkatkan  kesadaran
masyarakat dalam menjaga dan mengamalkan nilai kebangsaan kita
di tengah pengaruh budaya luar yang kian masif terjadi akhir-
akhir ini,” ujar Ampon Bram kepada orinews.id, Minggu (16/3).

Selain  itu,  ia  juga  menyoroti  pentingnya  peran  perempuan,
khususnya ibu, dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam
kehidupan bermasyarakat, terutama kepada anak-anak sejak dini.

“Untuk penguatan dalam penghayatan dan pengamalan nilai yang
terkandung  dalam  Empat  Pilar  ini,  kita  membutuhkan  peran
perempuan sebagai ibu agar dapat mengajarkan nilai tersebut
kepada anak di dalam lingkungan keluarga,” kata Ampon Bram.

Empat Pilar Kebangsaan yang dimaksud terdiri dari Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, serta
ketetapan MPR.[]


